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DAFTAR ISI
1. Screenshoot standar pelayanan di Laman MK.
2. Screenshoot standar pelayanan di media sosial MK .

3. Foto-foto terkait standar pelayanan di papan pengumuman digital.
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MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK

KAMI MENYATAKAN SANGGUP MEMBERIKAN PELAYANAN PUBLIK SESUAI STANDAR
YANG DITETAPKAN SECARA PROFESIONAL, TRANSPARAN, AKUNTABEL, TANPA BIAYA,
MEMBERIKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN KEWAJIBAN DAN

MELAKUKAN PERBAIKAN SECARA TERUS-MENERUS.

BERSEDIA MENERIMA SANKSI DAN/ATAL MEMBERIKAN KOMPENSASI

APABILA PELAYANAN YANG DIBERIKAN TIDAK SESUAI STANDAR.

JAKARTA 13 AGUSTUS 2018
SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI

M. GUNTUR HAMZAH
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¥ Digital Signature

M. Guntur Hamzah - NIF. 19650108 195002 1 001

. Mk-1187601964201114103355

KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
KAMI MENYATAKAN SIAP DAN SANGGUP MEMBERIKAN PELAYANAN
KETERBUKAAN INFORMAS| PUBLIK DENGAN SEBAIK-BAIKNYA SESUAI DENGAN AMANAT

UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMAS] PUBLIK.

JAKARTA, 20 JULI 2020
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Selengkapnya

PENGUMUMAN

Sehubungan dengan semakin meningkatnya penyebaran Covid-19 dalam dua minggu terakhir, termasuk di lingkungan
Mahkamah Konstitusi, maka sesuai arahan Y.M. Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi RI:

Mahkamah Konstitusi turut ber peran aktif dalom upaya memutus mata rantoi
penyebaran Covid-19.

Seluruh persidargan yang telah dijodwalkon ditunda pelaksanaannya mpd
dengan 20 Juli 2021

Sidang akan dijadwalkan kembali setelah tunggal 21 Juli 2021 atau dengan
melihat perkembangan terakhir dan pengumumdin Mahkamah Konstitusi.

Layanan non-sidang dapat dikiyani secora daring (online).
Dermikicn pengumuman ini disampailkan hpu&im?gxbk% %W untuk diketabui

dan kiranya dopat dimaklumi. Terima kasih.
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3. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh
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Jenis dokumen
Putus
it 32/PUU-XX/2022  Risalah Persidangan

O ;'r?:as Pengujian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang
O Ikhtisar Putusan Perbankan Syariah terhadap Undang-Undang Dasar Negara
() Risalzh Persidangan Republik Indonesia Tahun 1945
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|:| sy # Tanggal dilaksanakan: 6 April 2022

Case tracking
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]9 o Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
[] Dikabulkan sebagian Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Ditolak Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang
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Y —— Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
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() Bahasa Indonesia
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PERKARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG
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Permohonan yang
diajukan diunggah ke
laman ME.

MK memeriksa
kelengkapan dan syarat-
syarat permohonan yang
diajukan. Permohonan
yang dinyatakan lengkap
atau belum akan
diinformasikan kepada

Pemohon.

02

Permachonan yang

dinyatakan belum
lengkap harus diperbaiki
untuk dapat memenuh
syarat registrasi MK.

Jika dinyatakan belum
lengkap Pemohon

harus melengkapinya
selambat-lambatnya

7 hari kerja.

Permaohonan yang
dinyatakan memenuhi
syarat akan dicatat dalam
Buku Registrasi Perkara
Konstitusl (BRPK) melalui
system e-BRPK Pemchon
akan menerima Akta
Registrasi Perkara
Konstitusi (ARPK) dalam
jangka waktu 7 hari kerja.

@ mahkamahkonstitusi &

mahkamahkonstitusi @ Selamat
malam #Courtizen, sudah tahu
tahapan penanganan perkara
pengujian undang-undang di MK? Apa
aja sih tahapannya? Yuk simak
infografis dan baca PMK No.6 Tahun
2005 tentang Pedoman Beracara
Perkara Pengujian Undang-Undang
untuk lebih lengkapnya

#MengawalKonstitusi
#salaMKonstitusi
#MKRI

41w

rezasyahp49 o

-a 41w Reply
Qv N

“ Liked by puguh_a and 867 others

QCTOBER 27, 2020

@ Add a comment...




@ INDOMESIA @ mahkamahkonstitusi &
MAJU Y

TAHAPAN PE NAN GANA N @ mahkamahkonstitusi & Selamat
malam #Courtizen, sudah tahu

PERKARA PENGUJIAN UNDANG"UNDANG tahapan penanganan perkara

pengujian undang-undang di MK? Apa

aja sih tahapannya? Yuk simak

infografis dan baca PMK No.6 Tahun
~_ 2005 tentang Pedoman Beracara

- : - - S Penyerahan Perkara Pengujian Undang-Undang
Penyampaian

Shlinar; Pertnohonan [ Pemeriksaan Pemeriksaan ~_<Perbaikany untuk lebih lengkapnya @
~dan Pemberitahuan iPendahuluan- Persidangan "--JCI 2

Sidang Pertama ; -
- S = g #MengawalKaonstitusi
#salaMKonstitusi

#MKRI
Permohonan yang telah ) Pem ng: stelah p an AW
teregistrasi akan dimuat ? memeriksa diny
pads [aman MK dan nan dan I e _ I ¢
salinannya disampaikan ¥ n nasihat kepada ik : r!l! ] % npai
kepada Para Pihak. Pemohon dari maj ksasnpokok ¢ ‘pulan a , rezasyahp49 ¢ )
Selanjutnya MK akan ; permohonan J
menetapkan dan mpatan untuk 41w Reply

memberitahukan hari
sidang pertama kepada
Pata Pihak dengan agenda
Pemeriksaan Fendahuluan,

melakukan perbalkan
permohonan dalam jangka
waktu paling lambat 14
hari kerja,

Qv N
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TAHAPA N PE NAN GANAN @ mahkamahkonstitusi @ Selamat

- malam #Courtizen, sudah tahu
pengujian undang-undang di MK? Apa
aja sih tahapannya? Yuk simak
infografis dan baca PMK No.b Tahun
2005 tentang Pedoman Beracara
Perkara Pengujian Undang-Undang
untuk lebih lengkapnya

#MengawalKonstitusi
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= #MKRI

RPH merupakan rapat Sidang Pengucapan Setelah Sidang 41w
pleno Hakim Konstitusi Putusan merupakan tahap Pengucapan Putusan,
untuk pembahasan dan a!d’\irg?;::p;rsd:l;gan MK menyerahkan secara
pengambilan keputusan, yang dilaksanakan daiam angsung atat rezasyahp49
serta finalisasi draft. Sidang Pleno terbuka @ xan Salinan ) yaap Y

untuk umum yang dihadiri kepada para

paling sedikit 7 orang ihak dalam jangka waktu 41w Repy

~ Hakim dan para pihak. 7 hari kerja sejak Putusan
diucapkan.
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“ Liked by puguh_a and 867 others
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Pagi..
yang mau berita pers sidang hari ini,
silahkan~ 0:31 AM &/

APRIL 30, 2020

Selamat pagi..

Manahan Sitompul kembali diajukan
menjadi Hakim Konstitusi Masa Jabatan
2020-2025 oleh Mahkamah Agung.
Selanjutnya, pengucapan sumpah di
hadapan Presiden akan dilaksanakan
pada Kamis (30/4), pukul 09.30 WIB di
Istana Negara.

Acara tersebut akan live streaming di
channel youtube Sektetariat Presiden.
Terima kasih. 6:13 AM W/
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Pemohon datang menghadap Pranata
Peradilan Registrasi Perkara untuk
mendaftarkan permohonan

2

g 1
L3
-

Pranata Peradilan Registrasi Perkara menerima
dan mencatat pihak yang mengajukan permohonan
dalam buku penerimaan permohonan, selanjutnya 2.

Pemohon menyerahkan berkas permohonan
sabanyak 12 rangkap

L
il

Pranata Peradilan Perkara memeriksa
kelengkapan berkas permohonan sesuai
dengan ketentuan pasal 29 dan 31 UU nomor
B tahun 2011, yang hasilnya dituangkan dalam
formulir ceklis dan membuat lembar disposisi
salanjutnya disampaikan kepada Panitera Muda

PENDAFTARAN
PERMOHONAN
LANGSUNG

1L

Pemohon telah salesai melakukan
pendaftaran permohonan

==,

Pranata Peradilan Perkara menerima berkas
permohonan yang telah lengkap dan memenuhi
syarat. Kemudian mencatat dalam BRPK dan
membuat tanda terima permohonan untuk
salanjutnya diserahkan kepada Pemohon

<Nl
w,j n .‘#

Berkas diproses oleh internal
Mahkamah Konstitusi



— #;:HS{;H‘ITE; @ mahkamahkonstitusi @ + Follow

PE“g“jiﬂﬂ “ﬂteriil UU Nﬂ, 3 @ mahkamahkonstitusi @ MK menggelar sidang perdana perkara
pengujian formil UU Ibu Kota Negara yang diajukan oleh dua belas

Tﬂh“" 0de tﬂ“tﬂ“g lbu Kﬂtﬂ Pemohon perorangan yang merupakan warga negara Indonesia
Negara t&rhadap UuD 1945 yang tergabung dalam Poros Nasional Kedaulatan Negara (PNKN).

Parkara No. 26/PUU-XX/2022 Viktor Santoso Tandiasa selaku kuasa hukum para Pemohon
Agenda Pemeriksaan Pendahuluan menyampaikan alasan Pemohon mengajukan permohonan yaitu
Pemohon merasa tidak dapat memberikan pendapat, masukan,
saran dan kritik dalam pembentukan UU a quo, dengan proses
pembentukan UU IKN yang hanya memerlukan waktu 42 (empat
puluh dua) han dan terlihat terburu-buru, sehingga tidak membuka
partisipasi publik secara maksimal sangat berpotensi menimbulkan
konflik horizontal di lapangan.

#MengawalKonstitusi
#salaMKonstitusi
#MKRI
#FUUIKN
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PROSEDUR PERMOHOMNAN
PERMOHOMNAN ONLINE

TAHAPAMN PERKARA

PERSIDAMNGAN
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REGISTRASI
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Permohonan yang dinyatakan memenuhi persyaratan akan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) melalui sistemn e-BRPK.
Pemaohon akan menerima Akta Registrasi Perkara Konstitusi (ARPK) sebagai bukti pencatatan permchonan dalam BRPK.
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- Membaca ulang hasil
risalah.
- Apabila tidak ada

perbaikan diserahkan
- pimpinan untuk diparaf
- Apabila ada perbaikan,

_Pengelola Naskah

ALUR KERJA PENYUSUNAN

RISALAH PERSIDANGAN

Menyetujui hasil
risalah dengan
memberikan
paraf untuk
ditandatangani
oleh Panitera

- Kepala Subbagian
Pelayanan Teknis
Persidangan

- Kepala Bagian
Fasilitas Pelayanan
Teknis Persidangan

- Kepala Biro Hukum
dan Administrasi
Kepaniteraan

- Panitera

-

Mengunggah

dokumen

Erﬁ;ﬁ‘ ah ke laman
ri.id

Pengadministrasi
Risalah

Eﬂ'ﬁ%"“" @ mahkamahkonstitusi &

o mahkamahkonstitusi @ Hi Courtizen,
. ini loh infografis perjalanan panjang

risalah sampai pada akhirnya dapat
diunduh!

Untuk risalah sidang Pengujian
Undang Undang akan tersedia 6 jam
kerja setelah sidang berakhir.
Sementara risalah sidang Perselisihan
Hasil Pemilihan Umum akan tersedia
2x24 jam setelah sidang berakhir.

Siapa saja sih tim Risalah? Yuk simak
infografisnyal

#MengawalKonstitusi

#salaMKonstitusi
#MKR]

QY

y Liked by ilhamwm_itu_nanang and
450 others

@ Add a comment...
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o mahkamahkonstitusi @

SIMPEL

Sistemn Informosi Permohonan Elekinonik

mahkamahkonstitusi @ Meski
#dirumahaja, #Courtizen bisa ajukan
perkara di MK secara online dengan
mengakses simpel.mkri.id.

' Apa itu SIMPEL 7

Aplikosi untuk mengajukan permohonan elekironik
secara online (Permohonan Online) dan memberikan
okses longsung kepodo pifkdk erhodop perkong
konstitust yang berboss web

Di aplikasi ini #Courtizen juga bisa
tracking perkara, mengunduh risalah
sidang dan putusan MK dimanapun
dan kapanpun.

 Manfoat SIMPEL

s Mosyarokat dapot mendaftorkan diri dolam
mengojukon permohonan secora online

s Tracking perkam terhodop Pemohon,
Termohon dan Pihok Terkoit

* Mengunduh risalah atou putusen #MengawalKonstitusi
; . #salaMKonsitusi
| Fitur SIMPEL #MEKRI

* Permohonon Permohon Onine 48w

® Tracking Perkora terhadop Pemohon,
Termohon dan Pihak Teroit

f#. Setolah dkotaos, kg e dokam
a1 webie dehpon Litomoms dan Postwond
ot padk 1= gD, YONG GAeniukon sebeburnmyg,
B Imicl e ik B (I0% T b
s Keterangon Pihok Terkoit W e i

o Jowobon Termohon
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# ., PROTOKOL KESEHATAN KERJA 4
#  MAHKAMAH KONSTITUSI 3

% MENJAGA KEBERSIHAN
% 4/
MASKER @ ) AREA KERJA
PEMERIKSAAN DILAKUK AR DENGAN ;
A A
SUHU BADAN 9 MENJAGA JARAK
MENEKAN TOMBOL LIFT
~ TIDAK DENGAN
JARI TANGAN

WAJIB MENGENAKAN

MENCUCI TANGAN
DENGAN SABUN ATAU
HAND SANITIZER

BERIBADAH MENGGUNAKAN
PERALATAN MASING-MASING

11 i3

MENJAGA DAN MEMASTIKAN ] 2

LINGKUNGAN SELALU BERSIH
SELAMA PERJALANAN PULANG
] 3 DARI KANTOR TETAP

MENJAGA JARAK
SAAT MAKAN PADA
WAKTU ISTIRAHAT

PRESENSI MASUK
DAN PULANG KERJA
MENGGUNAKAN

APLIKASI ONLINE MENERAPKAN

PROTOKOL KESEHATAN

14

MENGUBAH POLA HIDUP
LEBIH BERSIH, LEBIH SEHAT,
DAN LEBIH BAIK

MEMATUHI
KAPASITAS LIFT HANYA
EMPAT ORANG

MENYAPA REKAN KERJA
TANPA KONTAK FISIK

n M Efoh Konstitus R

Qv

AY ® O e

@ mahkamahkonstitusi &

mahkamahkonstitusi & Dalam kondisi
pandemi Covid19, MK masih
menjalankan tugas dan fungsinya
sebagai Lembaga Tinggi Pengawal
Hak-Hak Konstitusi. Protokol
Kesehatan Kerja apa saja sih yang
diterapkan oleh MK?

Yuk #Courtizen kita simak

penjelasannya dalam infografis berikut

#MengawalKonstitusi
#salaMKonstitusi
#MKRI

44w

®
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Q Liked by zakaaditya and 406 others
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TAHAPAN PERSIDANGAN

Mengawal
Konstitusi

PENANGANAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL
PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA

SIDANG
PANEL/PLENOD

Pameriksaan
Pendahuluan

. Memeriksa
kele apan dan
lmjeﬁn mater]
permohonan

b. Memerlksa dan
mengssahkan
Alat Bukti
Pemaohon

. Pengucapan
Ketatapan
sebagal Pihak
Terka ™

PENYAMPAIAN

waban
ermohon

* Eawasneen

° erangan
Ema Terkait

26 5.d 29 Jan 2020
[& harl kerja)

{Pada Pemeriksaan
Persidangan)

1s5.d 9 Feb 2021

@& wwambiiia (Q) mohamohiorstiusi (€ cficaiMial [ @ Mohkomah Koretitusi RI

b. Memeriksa dan

a. Menerima dan

Mendengar
Jawaban
Termohon,
Heterangan
Pihak Terkait,
dan
Heterangan
Bawasiu;

mel sahkan
Alat Bulti

Termohon,
Plhak Terkait,
Pembahasan
perkara dan
pengambilan
putu
ketetapan e,
o fian
.
1=.d 11 Fab 2021 .y

{2 harl kerja)

mahkamahkonstitusi @

mahkamahkonstitusi # Setelah
membahas proses awal penanganan
perkara #PHPKada2020, nah saat ini
#Courtmin infokan seluruh tahapan
persidangang]

Dan supaya #Courtizen nggak
ketinggalan info terkini, baca juga
berita laman MK setiap harinya ya@

#salaMKonstitusi
#MengawalKonstitusi
#MKRI
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Mengawal

Konsgtitusi mahkamahkonstitusi @

TAHAPAN PERSIDANGAN

PENANGANAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL
PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA

SIDANG
PLENO

Pengucapan
Putusan/

Ketetapan

: b. Memeriksa dan

' sIDANG
PANEL/PLENO

 pPemeriksaan
idangan Lanjutan

. & Mendengar
] heteran
saksl/ah

m esahkan
Alat Bulkti
Tambahan

i -Flb 5.d B Mar 2021
N (1 harl kerja)

Pembahasan

perkara dan

pengambilan
putusan,/
ketetapan

9 g.d 16 Mar 2021
(8 harl kerla)

Pengucapan
Putusan/
Ketetapan

@& wwwriiiid (Q) mohkomahicrstinsi () O cficaimia [ @) Motkamah Korstitusi RI

mahkamahkonstitusi @ Setelah
- membahas proses awal penanganan
perkara #PHPKada2020, nah saat ini

#Courtmin infokan seluruh tahapan
persidangang]

Dan supaya #Courtizen nggak
ketinggalan info terkini, baca juga
berita laman MK setiap harinya ya@®

#salaMKonstitusi
#MengawalKonstitusi

#MKRI
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INDOMNESIA
MAJU

TAHAPAN PENANGANAN

PERKARA PENCUJIAN UNDANG-UNDANG

= Penyampaian
:Salinan Permohonan
~dan Pemberitahuan
Sidang Pertama

Permohonan yang telah
teregistrasi akan dimuat
pada laman MK dan
salinannya disampaikan
kepada Para Pihak.
Selanjutnya MK akan
menetapkan dan
memberitahukan hari
sidang pertama kepada
Para Pihak dengan agenda
Pemeriksaan Pendahuluan,

Pemeri'lééuan

dPendahuluan-

Sidang pertama dalam
rangka memeriksa
permohonan dan
pemberian nasihat kepada
Pemohon dari majelis
hakim. Pemchon diberikan
kesempatan untuk
melakukan perbaikan
permohonan dalam jangka

waktu paling lambat 14

hari kerja.

- -

Pemeriksaan
Persidangan

Pemeriksaan persldangm

dilakukan oleh Pleno

Hakim dengan agenda

s&.-.., AblLPinak Terkait
j dapat dljadiltan

r~
Pen eralhn
Perbaik

-'-.dd aban

Setelah persidangan
dinyatakan selesai,
pihak-pihak diberikan
kesempatan menyampai-
kan kesimpulan akhir
secara lisan dan/atau
tertulis selambat-

b lambatnya 7 hari kerja.

©
()

2

Qv

mahkamahkonstitusi &

mahkamahkonstitusi & Selamat
malam #Courtizen, sudah tahu
tahapan penanganan perkara
pengujian undang-undang di MK? Apa
aja sih tahapannya? Yuk simak
infografis dan baca PMK No.6 Tahun
2005 tentang Pedoman Beracara
Perkara Pengujian Undang-Undang
untuk lebih lengkapnya

#MengawalKonstitusi
#salaMKonstitusi
#MKRI

41w
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41w Reply
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“ Liked by puguh_a and 867 others
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@ Add a comment...



ADMINISTRASI UMUM

PERATURAN | PERATURAN MK

= PERATURAN DAN KEPUTUSAN SEKJEN

=

BERANDA > INFORMASI ADMINISTRASI > PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUS

Peraturan MK Peraturan Ketua Mahkamah Peraturan dan Keputusan

Konstitusi Seklen
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< Johan Yustisianto Contact Details

@ IT PERSIDANGAN MK

Create New Contact

Add to Existing Contact

Ponsel

+62 811-1951-6666 ®

9)

.
v
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< Johan Yustisianto Contact Details

@ Jurpang MK

Create New Contact

Add to Existing Contact

Ponsel

+62 811-1951-5555 ® =& L
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< Johan Yustisianto Business Info

+62 811-1951-3333

~Admin Registrasi MK

Business Account

Business Details
Category

Contact Cards
Create New Contact

Add to Existing Contact

a Media, Links, and Docs

Starred Messages

Chat Search

) Mute

Wallpaper & Sound

Save to Camera Roll

Encryption

Disappearing Messages

None

None

No

Default

Off

Messages and calls are end-to-end encrypted. Tap

to verify.



Setiap Tamu wajib menunjukkan surat
keterangan dengan hasil
yang masa berlaku

Wahib menggunakam dan
selama waktu kunjungan

Kondisi kesehatan baik dan suhu badan TIDAK
LEBIH DARI 37,3 derajat celsius

Waktu audiensi dibatasi paling lama
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@
10 BUTIR PROTOKOL KESEHATAN

DI MAHKAMAH KONSTITUSI

Memakai masker sebelum memasuki
area/gedung MK

Mencuci tangan dengan
menggunakan sabun

Membawa hand sanitizer

Pakai sarung tangan bagi para pihak
dan petugas

sterilisasi berkas/dokumen perkara pada tempat
yang disediakan sebelum masuk ke gedung

Membuang sampah pada tempat sampah yg
disediakan dan tidak merokok

Mengukur suhu tubuh

Penyemprotan disinfektan disetiap area
publik

Menjaga jarak aman
(physical distancing)

Tidak melanjutkan masuk gedung MK bagi

setiap orang yang bersuhu badan di atas 3%,3
derajat celcius
— Biro Umum MKRI
#singatProtokoleschaton
HMKRICegahPenyebaranCovidl®

€ officialMKRI ) officialMKRI Q
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TAHAPAN, KEGIATAN,

DAN JADWAL PENANGANAN
ERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN
"UBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA

o - ol - ol

Pengajuan Permohonan  Melengkapi dan emnriksaan Kelengkapan Penerbitan Hasil
Pemohon PHP Nempurbaiki Permohonan dan Po pem?onﬂm Pemeriksaan Kelengkapan
+ Bupatl/Woliksta Pemohon PHP Pemoh: on dan Perbaikan

13 Gavwrmiber 2/ 20 Desember 3030 o Permchonan PHP.
Gubernur mwtamnm wgfwmumnvd&mdm'

.
U Dosember 1/d 30 Devamber 2010 * Gubernur * Gubemu m.namm
I Desuber 2020 3/d 5 Jorworl 2021 16 Desember 2020 8/d § Jonuani 2021 * Gubarmur

@*—o

Sidang onan
Pettama SGbagai Plhak Te rkall Perm ohonan Ke pnda Pemohon da‘::zr;“ :-hBRPK
hon, Pemanta « 10 Jonuarl 3/d 20 Januarizon  Termohon dan Bawasiu  + 18 Januerd 201
;,“mf ..,,".?'ﬁ ggg, g'“ * 18 Jonuarl 8/d 19 Januar 2021
)

O.Jvauud 2021

£ gﬂ?ﬁ gg'gu nuu#ﬁ)!l

Pemeriksaan Pendahuluan znmgz:ks:an P K 2 P /
* Kelengkopan dan kejelasan an Rapa etotapan Lanjutan dan Rapat
Hakim P.mohomn n&m [ Ponnusyawarau]:lal-laldm

shonan sarta
B o bkl t20m  * ) Februor /d 1 Februari 202 TS Februon s/d 16 Fabruarizoz1  * 19 Februarl5/d 18 Maret 2021

Sebogel Pihak Terkoit
25 Januori 8/d 29 Janvor 2021

Penyerahan atau engucapan Putusa
g:?g::;l'?: Ieutr; aallnan Ketetapan Perkara PHP
pan
Torkah, = 1% Maret s/d 24 Maret 2021
A |9 Mem l.fd 246 Kom NZI

Bawaslu, Pemeriotoh, do
ww:‘n"'us?vm-un&'lmb

PMK Nomor 8
Tahun 2020
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PROTOKOL
PERSIDANGAN

a T34

WAJIB MEMAKAI MASKER,
SARUNG TANGAN,
CEK SUHU TUBUH, DAN
MENJAGA JARAK

20 02

MAKS.
£ ORANG
MENERAPKAN PEMBATASAN

KEHADIRAN DI RUANG SIDANG
BAGI PARA PIHAK MAKSIMAL 5 ORANG

PARA PIHAK DAPAT
MENGHADIRI PERSIDANGAN
MELALUI SIDANG SECARA VIRTUAL

MELAKUKAN PENYEMPROTAN DISINFEKTAN
TERHADAP SELURUH SARANA DAN PRASARANA
PERSIDANGAN YANG MELIPUTI RUANG SIDANG,

RUANG TUNGGU SIDANG, RUANG PEREKAMAN SIDANG,
TOILET, DAN SELURUH PERLENGKAPAN

MENCUCI TAMNGAN SEBELUM
. MEMASUKI RUANG SIDANG

ATAU RUANG TUNGGU SIDANG

@ orcorr ) otcioMKR (@) monkomohionttus




3
** TINDAKAN JIKA #
HASIL SWAB  #
DI LINGKUNGAN MK
- ADA YANG POSITIF

I‘t"-ﬂ?i?&i'
LR
PENYEMPROTAN DISENFEKTAN
SELURUH GEDUNG

PENDAMPINGAN BAGI YANG POSITIF
OLEH TIM SATGAS COVID 19

BERKOORDINASI DENGAN DINAS
KESEHATAN DAN RUMAH SAKIT RUJUKAN

MELAKUKAN TRACING DAN PELAKSANAAN
SWAB BAGI KELOMPOK RING 1

MELAKUKAN PEMANTAUAN TERHADAP
YANG POSITIF
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TANDA TANGAN ELEKTRONIK (TTE)
TERSERTIFIKASI

T

TIDAK TERSERTIFIKASI

Tanda tangan elektronik yang tidak tersertifikasi dan tersertifikasi sering
digunakan dalam proses bisnis sehari-hari, namun dalam kenyataannya
Keduanya memiliki seperangkat fitur dan fungsi yang berbeda

Tersertifikasi

Merupakan konsep legal - Menggunakan metode kriptografi

: J : (Sertifikat Elektronik) -
ITE secara ST (tidak tersertifikasi) Sertifikat Elektronik menjamin keaslian dokumen
mempresentasikan dan menggambarkan

y i i dan nir-penyangkalan penandatanganan
secara permanen pihak-pihak yang terlibat dari dokumen yang telah di-TTE

TTE secara umum harus dapat membuktikan : KRIPTOGRAFI mendukung penerapan
TTE dengan menjamin integritas dokumen
dan nir penyangkalan penanda tangan

SIAPA yang menandatangani

Mengamankan data sensitif yang termanipulasi dengan
[ dokumen menggunakan KRIPTOGRAFI

_..-_ APA yang ditandatangani

4  yona TERLIBAT dan MENYETUJUI |

Mengidentifikasi setiap usaha perubahan yang ILEGAL
terhadap dokumen yang telah ditandatangani

Memperkuat kepercayaan penandatanganan terhadap
KEUTUHAN dan KEASLIAN dokumen

Menggunakan tanda tangan elektronik yang tidak ternotifikasi tidak dapat menjamin integritas
dan nir-penyangkalan penandatangan dokumen. Oleh karena itu, KRIPTOGRAFI (Sertifikat Elektronik) [
digunakan untuk menjamin integritas dan nir-penyangkalan.
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PROTOKOL KESEHATAN KERJA
MAHKAMAH KONSTITUSI

WAJIB MENGENAKAN MASKER

PEMERIKSAAN SUHU BADAN

SABUN ATAU HAND SANITIZER

MENEKAN TOMBOL LIFT
TIDAK DENGAN JARI TANGAN

5 MEMATUHI KAPASITAS LIFT

3 MENCUCI TANGAN DENGAN

HANYA EMPAT ORANG

E PRESENS| MASUK DAN PULANG KERJA
MENGGUNAKAN APLIKASI ONLINE
MENYAPA REKAN KERJA
TANPA KONTAK FISIK
@ MENJAGA KEBERSIHAN AREA KERJA 8

RAPAT DILAKUKAN DENGAN
MENJACGA JARAK

BERIBADAH MENGGUNAKAN
PERALATAN MASING-MASING

l ] MENJAGA JARAK SAAT MAKAN %

PADA WAKTU ISTIRAHAT
MENJAGA DAN MEMASTIKAN
LINGKUNGAN SELALU BERSIH
SELAMA PERJALANAN PULANG
DARI KANTOR TETAP MENERAPKAN
] 3 PROTOKOL KESEHATAN

NGUBAH POLA HID
LEBIH BERSlH LEBIH SEHAT, DAN LEBIH BAIK
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MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

ST"P

GRATIFIKASI
DILARANG MENERIMA DAN MEMBERI GRATIFIKASI
DALAM BENTUK APAPUN

jaannya, d

y karena pokm -
15 berlawanan

dengan pekerjaannya

GRATIFIKASI

JENIS SUAP
TOLAK! KALAU
TIDAK BISA
DITOLAK,
LAPORKAN!

. BEREAITAN

= UANG UCAPAN TERIMA KASIH

= HADIAH YANG BERKAITAN
DENGAN PEKERJAAN

= FASILITAS TRANSPORTASI, AKOMO-
DASI, DAN UANG SAKU DARI
REKANAN BERDASARKAN KEBIJA-
KAN SEPIHAK OLEH PENGUNDANG
* FASILITAS HIBURAN DAN WISATA
YANG TAK RELEVAN DENGAN PENU-
GASAN DARI INSTANSI

GRATIFIKASI
DALAM
KEDINASAN

BOLEH DITERIMA
DAN HARUS
DILAPORKAN

{PEKERJAAN DAN JABATAN

+ FASILITAS TRANSPORTASI, AKOMO-
DASI, DAN UANG SAKU DARI
REKANAN BERDASARKAN PENU-
GASAN RESMI DARI INSTANSI

» DOOR PRIZE, CINDERAMATA, DAN
SEJENISNYAYANG DITERIMA SAAT
MENJALANKAN PENUGASAN RESMI
DARI INSTANSI

BUKAN
GRATIFIKASI

BOLEH DITERIMA,
TAK HARUS
DILAPORKAN

[ BELUM TINTU BIRKATAN DENGAN PIXIRIAAN ]

* DISKON DAN BONUS PEMBELIAN
YANG BERLAKU UNTUK SELURUH
MASYARAKAT ATAU UNTUK SEMUA
PEGAWAI BERDASARKAN PERJAN-
JIAN RESMI ANTARLEMBAGA

* DOOR PRIZE DAN SEJENISNYA
YANG BERLAKU UNTUK SELURUH
MASYARAKAT

* MAKAN & MINUM YANG DITERIMA

OLEH SELURUH PESERTA DALAM
SEBUAH ACARA KEDINASAN

. i —

Apablla Melihat segera
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MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

Y PROGRAM

REFORMASI BIROKRASI

1. MANAJEMEN PERUBAHAN

2. PENATAAN PERATURAN
PERUNDANG - UNDANGAN

3. PENATAAN DAN PENGUATAN
ORGANISASI

4. PENATAAN TATA LAKSANA

5. PENATAAN SISTEM
MANAJEMEN SDM APARATUR

6. PENGUATAN PENGAWASAN

7. PENGUATAN AKUNTABILITAS
KINERJA

8. PENGUATAN KUALITAS

PELAYANAN PUBLIK / .
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MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

Terima Kasih,
Bantu Kami
Menjaga Integritas
dengan
tidak memberi Uang
atau
pemberian apapun

TIFIKASI
AN GRA
ENDQ'éoNsﬂTum RI

@mkri.id

G

UNIT PENGERL
HKAM

Mae 50
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MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK

KAMI MENYATAKAN SANGGUP MEMBERIKAN PELAYANAN PUBLIK SESUAI STANDAR
YANG DITETAPKAN SECARA PROFESIONAL, TRANSPARAN, AKUNTABEL, TANPA BIAYA.
MEMBERIKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN KEWAJIBAN DAN
MELAKUKAN PERBAIKAN SECARA TERUS-MENERUS.

BERSEDIA MENERIMA SANKSI DAN/ATAU MEMBERIKAN KOMPENSASI
APABILA PELAYANAN YANG DIBERIKAN TIDAK SESUAI STANDAR.

JAKARTA, 13 AGUSTUS 2018
SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI

M. GUNTUR HAMZAH

MAKLUMAT PELAYANAN
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

KAMI MENYATAKAN SIAP DAN SANGGUP MEMBERIKAN PELAYANAN
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DENGAN SEBAIK-BAIKNYA SESUAI DENGAN AMANAT
UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK.

JAKARTA, 20 JULI 2020
SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI

M. GUNTUR HAMZAH

MAEX
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MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

’ UMALU/

1. Malu Melanggar Kode Etik dan Perilaku Pegawai

2. Malu Karena Datang Terlambat, Pulang Cepat

3. Malu Karena Berbuat Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme
4. Malu Karena Tidak Jujur

S. Malu Tidak Ikut Upacara

6. Malu Sering Tidak Masuk Kerja Tanpa Alasan
7. Malu Sering Keluar Tanpa Izin Pada Jam Kerja

8. Malu Karena Tugas Tidak Terlaksana/
Selesai Tepat Waktu

9. Malu Karena Bekerja Tidak Sesuai Dengan Aturan

10. Malu Berpakaian Seragam Tidak Sesuai,
Tidak rapi Dan Tanpa Atribut Lengkap




Biro Humas Protokol dan
Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi
menuju WBK
dalam membangun zona integritas
di Mahkamah Konstitusi

mkri.id
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DILARANG MEROKOK

DILINGKUNGAN GEDUNG MAHKAMAH KONSTITUSI
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'ELAYANAN

JPENGADUAN
==MASYARAKAT

MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA
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SYSTEM

MAHKAMAH KONSTITUSI
BEPUBLIK INDONESIA

wbs.mkri.id

—




Rabu, 23 Maret 2022 08:26:29

\  MAHKAMAH KONSTITUST £
) REPUBLIK INDONESIA
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Pada 2018, Mahkamah Konstitusi telah memutus sebanyak 72 perkara perselisihan hasil
ada Se antal. Tahun 2018 terdiri atas 7 perkara pilgub dan 65 perkara pilbup/pilwa
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AN MOPR ta 3 be#hak memanggil paksa dan memidanakan para pengkritiknya. DPR
8 ga tak lgi Berwenang membentengi diri dengan hak imunitas dari panggilan

penegak hukum.




Seluruh parpol peserta pemilu, baik parpol lama maupun parpol pendatang baru,
harus dilakukan verifikasi.

Putusan Nomor 53/PUU-XV/2017 Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum, Kamis (11/1/2018).




Pengurus IDI tidak boleh rangkap jabatan di KKI. Keberadaan pengurus IDI pada KKI

; s [ ‘. potensial menimbulkan konflik kepentingan.
» B

_ sa *lomuu-xwzon Pengujian Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004

te ktik Kedokteran dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang

Pendidikan Kedokteran, Kamis (26/4/201 8).
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FENOMENA
COBLOS

enjatUiikan putusan sela perselisihan hasil Pilkada Serentak
Lima daerah harus melakukan pemungutan stiara ulang.
Putusan Nomor 8/PHPKOT-XVI/2018 (PHP Walikota Cirebon),

Putusan Nomor 35/PHP.BUP-XVI1/2018 (PHP Bupati Deiyai),

Putusan Nomor 36/PHP.GUB-XVI/2018 (PHP Gubernur Maluku Utara),
Putusan Nomor 38/PHP.BUP-XVI/2018 (PHP Bupati Sampang), dan
Putusan Nomor 61/PHP.BUP-XVI/2018 (PHP Bupati Timor Tengah Selatan).
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L APRES
EE' | -

tegaskan ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil
Presiden (presidential threshold) konstitusional

Putusan Nomor 49/PUU-XV1/2018, 50/PUU-XVI/2018, 54/PUU-XVI/2018,
dan58/PUU-XV1/2018 Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
tentang Pemilihan Umum.
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FENOMENA
COBLOS

LANG

MK menjatuhkan putusan sela perselisihan hasil Pllkada Serentak
2018. Lima daerah harus melakukan pemungutan suara ulang.
Putusan Nomor 8/PHP.KOT-XVI/2018 (PHP Walikota Cirebon),

Putusan Nomor 35/PHP.BUP-XVI/2018 (PHP Bupati Deiyai),

Putusan Nomor 36/PHP.GUB-XVI/2018 (PHP Gubernur Maluku Utara),
Putusan Nomor 38/PHP.BUP-XVI/2018 (PHP Bupati Sampang), dan
Putusan Nomor 61/PHP.BUP-XVI/2018 (PHP Bupati Timor Tengah Selatan)

—-—
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Pm@@k@@m
Penghayat Kepercay

Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa kolom agama dalam Kartu
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LAMPU HIJAU
PENGGUNAAN
G ELEKTRONIK

_ Penggunaan e-money di gerbang tol rnempel_’cepat proses transaksi sehingga
mengurangi antrian dan kemacetan. Kewajiban penggunaan e-money bukanlah
sebuah kebijakan yang diskriminatif.

il 7]
Y

w Putusan “Nomor_91/PUUXV/2017 Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999
tentang Perlindungan Konsumen, Rabu (28/2/2018).

- m— ———

1 B

= ware
£ -
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talkhia moammlﬁmrm

:LZ-» i Gubernur dan
Wakil Gubernur Daerah
Istimewa Yogyakarta.

Putusan Nomor 88/ PUU-XIV/2016 Pengujian Undang Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang
Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, Kamis (31/8/2017).




Rabu, 23 Maret 2022 08:19:38

UJlI MATERI DI MA
WAJIB DITUNDA

l‘l‘hl’a p.ngujiun peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang
ksa di MA harus ditunda jika undang-undang yang
ng jl‘l‘l peraturan tersebut sedang di uji di MK

omor 93/P U-XWZOI? Penguijian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang

kamah Ka sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun

- tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah
I&:nstltusl Selasa (20/3/2018).

DITUNDA
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PERMUDAH

DUKUNGAN
CALON

INDEPENDEN

Syarat dukungan calon
perseorangan peserta Pilkada tidak
mengacu pada hama yang
termuat/tercantum dalam DPT
melainkan pada jumlah penduduk

yang telah memiliki hak pilih.

Putusan Nomor 54/PUU-XIV/2016 Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun
2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota M
Undang-Undang (UU Pilkada), Rabu (14/6,
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Keputusan dalam rapat konsultasi
antara KPU dengan DPR dan
Pemerintah tidak bersifat mengikat.

Putusan Nemor 92/PUU-XIV/2016 Pengujian Und u
tentang Perubahan Kedua Atas Undan
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
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Syarat dukungan calon
perseorangan peserta Pilkada tidak
mengacu pada nama yang
termuat/tercantum dalam DPT
melainkan pada jumlah penduduk

yang telah memiliki hak pilih.

Putusan Nomor 54/PUU-XIV/2016 Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun
2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi
Undang-Undang (UU Pilkada), Rabu (1 4/5/20-1-.' )
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TERBUKA UNTUK ADVOKAT

Putusan Non or 63/PUU-XV/2017 Pengujian Undang-Undang tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan, Kamis (26/4/2018).
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Dualisme lembaga yang berwenang
menyatakan pembatalan Perda
Kabupaten/Kota dan Peraturan

Bupati/Wali Kota dengan keputusan
gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat
bertentangan dengan UUD 1945,

Putusan Nomor 137/PUU-XIII/2015 tersebut menyatakan
pembatalan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten/Kota oleh
gubernur atau menteri bertentangan dengan Undang-Undang
Dasar (UUD) 1945, Rabu(5/4/2017)




Sembilan dari 11 daerah di Provinsi Papua
yang mengikuti Pemilihan Kepala Daerah
(Pilkada) Serentak 2017 mengajukan

permohonan sengketa hasil ke Mahkamah
Konstitusi (MK).
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SENATOR

PENGURUS
PARPOL

Calon Anggota DPD harus mundur dari kepengurusan parpol.

Putusan Nomor 30/PUU-XVI/2018, Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
tentang Pemilihan Umum, Senin (23/7/2018).
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Putusan Nomor 13/PUU-XV/2017 Pengujian Undang-Undang Nemt
¥etenagakerjaan, Kainis, (14/12/2017).
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PENDIDIKAN
ADVOKAT

Gandeng Perguruan Tinggi Hukum

1 Pendidikan Khusus Profesi Advokat adalah
<at dengan keharusan bekerjasama dengan
Inggi yang fakultas hukumnya minimal terakreditasi B
tinggi hukum yang minimal terakreditasi B.

“utusan Nomor 95/PUU-XIV/2016 pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun
003 tentang Advokat, Selasa (23/5/2017)

AKULTAS HUKUM

,‘1\:
S
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Uang Pensiun

o
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Janiinbn pensiun dan jaminan hari
tua tidak boleh diberlakukan
ketentuan kedaluwarsa.

Putusan Nomor 15/PUU-XIV/2016 pengujian Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Kamis
(28/9/2017)
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Listrik
dikuasai Negara

Praktik unbundling dalam usaha penyediaan
tenaga listrik untuk kepentingan umum
bertentangan dengan Konstitusi apabila

menghilangkan kontrol negara.

Putusan Nomor 111/PUU-XIII/2015 pengujian Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, Rabu (14/12/2016)
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Pejabat Publik ?

Mahkamah menyatakan kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1)
dan Pasal 3 ikor bertentangan dengan UUD 1945.
| “dapat” tersebut menimbulkan perbedaan

' pemakhaan dalam unsur merugikan keuangan negara dalam
tlndak pidana korupsi.

Putusan Nomor 25/PUU-XIV/2016 pengujian UndangUndang Nomor 31
Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Rabu (Rabu, 25/1/2017)




Sembilan dari 11 daerah di Provinsi Papua
yang mengikuti Pemilihan Kepala Daerah
(Pilkada) Serentak 2017 mengajukan

permohonan sengketa hasil ke Mahkamah
Konstitusi (MK).
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Kebutuhan Pokok
Bebas Pa

angkebutuhanpohokyangsanga - dik é”, no
dikenalPPNtldaklnnitatlf pada jenis brang
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MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

PEGAWAI KONTRAK TELADAN I

MAHKAMAH KONSTITUSI
TAHUN 2021

YOK BANU PRIHATNO

TENAGA OPERATOR PERSIDANGAN

PEGAWAI KONTRAK TELADAN Ii
MAHKAMAH KONSTITUSI
TAHUN 2021

FAYGA MAYANG RIANTI

ANALIS LABOLATORIUM

PEGAWAI KONTRAK TELADAN III

MAHKAMAH KONSTITUSI
TAHUN 2021

GUTOMO

DANRU PENGAMANAN

_—
=

‘ —
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MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

= PEGAWAI TELADAN | &j

= MAHKAMAH KONSTITUSI
TAHUN 2021

ANGGA PUTRI GARDINA

PENYUSUN KERJASAMA PELATIHAN

PEGAWAI TELADAN II

" MAHKAMAH KONSTITUSI
TAHUN 2021

g :

OLFIZIANA TRI HASTUTI

ANALIS KERJASAMA BILATERAL DAN REGIONAL

hY

_ -

PEGAWAI TELADAN il

MAHKAMAH KONSTITUSI
TAHUN 2021

-

\ B
) |
|

——— |

RIZKY KURNIA CHAESARIO

ANALIS PENGEMBANGAN SDM APARATUR




Rabu, 23 Maret 2022 08:23:02

—————————— =0 =

SO RN Rt RatRt IR ateatill

*s o0

MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

-e

MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK
BIRO HUMAS DAN PROTOKOL
SERTA
PUSAT TEKNOLOGI
INFORMASI DAN KOMUNIKASI

BERDASARKAN MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK
MAHKAMAH KONSTITUSI TANGGAL 13 AGUSTUS 2018,
KAMI PEGAWAI BIRO HUMAS DAN PROTOKOL SERTA
PUSAT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
MENYATAKAN SANGGUP:

1. MEMBERIKAN PELAYANAN PUBLIK SESUAI STANDAR
YANG DITETAPKAN SECARA PROFESIONAL, TRANSPARAN,

AKUNTABEL, TANPA BIAYA;

2. MEMBERIKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN KEWAJIBAN DAN
MELAKUKAN PERBAIKAN SECARA TERUS-MENERUS;

3. BERSEDIA MENERIMA SANKSI DAN/ATAU MEMBERIKAN
KOMPENSASI APABILA PELAYANAN DIBERIKAN TIDAK

SESUAI STANDAR.
JAKARTA, 18 JUNI 2021

.
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A.N. SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI i

KEPALA BIRO Plt. KEPALA PUSAT TEKNOLOGI
HUMAS DAN PROTOKOL, INFORMASIDAN KOMUNIKASI,

'HERU SETIAWAN SIGIT PURNOMQ
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Dualisme lembaga yang berwenang
menyatakan pembatalan Perda
Kabupaten/Kota dan Peraturan

Bupati/Wali Kota dengan keputusan
gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat
bertentangan dengan UUD 1945,

Putusan Nomor 137/PUU-XIII/2015 tersebut menyatakan
pembatalan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten/Kota oleh
gubernur atau menteri bertentangan dengan Undang-Undang
Dasar (UUD) 1945, Rabu(5/4/2017)




MALKAMAT KONSTITES)
REFUBLIK INDDNSESIA

TATA TERTIBSII '3

Pasal 8
Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2018
Tentang Persidangan Mahkamah Konstitusi

PO Para Pinak, saksi, ahll, Pihak Lain dan Pengunjung Sidang wajib
hadir sebelum persidangan dimulai.

P2 Poro Pihok saks, shli Phak Lain dan Pengunjung Sidang
mengenakan pakaian rapi dan sopan, dan advckal mengenakan
toga.

D) Para Pinak saksi ahii Pihak Lain dan Pengunjung Sidang

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengenakan tanda
pengenal dari Mahkamah.

}(‘] Pengunjurg Stdang bersikap tertib, temang, dan sopan.
P5)  Larangan bag Pengunjung Sidang

a belum berusia 12 tahun_kecuali atas perintah atau zin Hakim
untuk kepentingan pemeriksaan atau untuk kepentingan yang
relevan;

b membawa senjata dan/etau benda-benda lain yang dapat
membahayakan atau mengganggu jalannya sidang;

c© membuat gaduh, berlalu-lalang. bersorak-soral, dan bertepuk
tangan

d. membawa alat komunikasi elektronik ke dalam ruang sidang

e. membawa peralatan demonstrasi

{ merusak dan/atau mengganggu fungs! sarana, prasarana,
dan/atay perlengkapan persidangan;

£ makan, minum, dan merokok;

h. menggunakan 1opl, kacamata hitarn, sandal jepit. dan kaos

oblong,
L menghira Para Pihak, saksi. ahl, Pihak Lain dan Pengunjung
) 5 =

B saran, tanggapan, atau
gy Y kel 1 atas b gan yang diberikan oleh
Para Pihak, saksi, abli dan Pihak Lair:
k melplukan perbuman alau  tingkoh  laku yang dapat
mergganggu perudangan ateu msrendahkan kehormatan don
martabat Haldm serta kewibawaan Mahkarmaty
ek g ol peiy di dalam persidangan

yong isinya hll"\:pnpmnm terhadap Independensi Hakim
dalam memutus perkarm.

L

Kewmouan senngormana dimaksud pado ayal (4) dan ayat (S
bevincu jugs bag Para Pihak, saks, dan ahil e

gamana d pada ayat (8] hund d
dioncunlican bag urnalis

Pora Phab, sslou, shh, Phakc Lan, dan Prrguryung  Selang
-hwmd'mdum ayal (1) yang terlambmt hads ndak
:."““' T (T rumrg scdnng sebelum merdepaticn @
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__S_ilq_kuln_ t_]_mhil for_rn ini

Silahkan ambil form ini

Bila habis/membutuhkan formulir silahkan kontak kami

MAHKAMAH KONSTITUSI

memssukkan fermulls slianken sme ke A\
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MAHKAMAH KONSTITUSI




